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Abstrak 
Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing  menjadi pro 
dan kontra ditengah masyarakat terutama dikalangan pekerja/tenaga kerja Indonesia. 
Dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 telah menimbulkan ketidakharmonisan 
sebuah peraturan dengan peraturan yang berada diatasnya dan peraturan horizontal dengan 
sektor yang sama. Ketidakharmonisan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk melegalkan atau 
meligitimasi masuknya orang asing dalam wujud tenaga kerja yang seyogyanya bertentangan 
dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengkaji tentang kedudukan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 dan mengkaji 
tentang kerugian negara akibat masuknya Tenaga Kerja Asing ke Indonesia. Hasil penelitian 
didapat pertama, bahwa kedudukan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 secara 
substansi/materi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 42 sampai dengan 
Pasal 49 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena adanya 
diskriminasi hak antara tenaga kerja Asing (TKA) dengan Tenaga Kerja Indonesia. Kedua, 
Penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah dengan memberikan izin masuk orang asing melalui 
jalur Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan mempermudah suatu korporasi atau orang 
tertentu/kelompok tertentu berpotensi merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan pajak 
dari Tenaga Kerja Asing. 
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Kerugian Negara, Korupsi. 
 
I. PENDAHULUAN 
Upaya membangunan masyarakat madani, partisipasi dan good governance pada umumnya 
diterima sebagai bagian dari upaya demokratisasi. Didalam pelaksanaan konsep governance ada 
tiga stakeholders utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing yaitu 
state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan Society 
(masyarakat). Institusi pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan pollitik dan hukum yang 
kondusif, sektor dunia usaha menciptakan pekerjaan dan pendapatan, masyarakat berperan dalam 
membangun interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak masyarakat lain untuk 
berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya (Sedarmayanti
 
, 2007:5). 
Menempatkan rakyat sebagai salah satu institusi dalam governance tersebut disorientasi 
pada teori terbentuknya suatu negara, dimana salah satu unsur yang harus terpenuhi adalah adanya 
rakyat. Selain itu penyelenggaraan pemerintahan demokrasi diisyaratkan adanya keterlibatan 
rakyat dalam mengambil keputusan, baik melalui wakil-wakil rakyat maupun secara langsung, 
sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. 
Didalam mewujudkan good governance di Indonesia tidak terbatas pada satu bidang saja, 
akan tetapi meliputi segala aspek terutama politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Di dalam 
penyeleggaran politik, ekonomi, dan sosial tersebut harus secara transparan dan akuntabilitas, 
sebagai elemen pokok dari good governance. 
Sikap transparansi dan akuntabilitas para pelaku (stakeholders) politik, ekonomi, sosial 
maupun pemerintahan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah menjadi baik, 
bersih atau buruk. Pemerintahan akan berjalan dengan baik apabila dalam penyelenggaraan 
pemerintahan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 
Kejahatan-kejahatan yang ada khususnya terhadap kejahatan Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme dalam pemerintahan dalam kenyataannya senantiasa berkembang mengikuti dinamika 
kehidupan bernegara dan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan oleh Jean Baudrillard sebagai “the 
perfect crimes” (kejahatan-kejahatan yang sempurna), yaitu, kejahatan-kejahatan yang  
bersembunyi dan sulit untuk dibuktikan, bahkan tidak diketahui apakah perbuatan atau tindakan 
yang dilakukan itu dikategorikan jahat atau bukan (Mien Rukmini, 2012:98). 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah dikenal sebagai suatu negara kepulauan 
(the archipelagic state) yang secara geografis dan geopolitik berada di posisi strategis jalur laut  
perdagangan internasional, realitas ini masih diperkuat dengan jumlah populasi sumber daya 
manusia (human resources) dan keanekaragaman sumber daya alam (natural resources), sehingga 
dianggap dapat meningkatkan kemampuan daya saing Indonesia di percaturan politik global. 
Keikutsertaan Indonesia dalam percaturan politik global dalam melakukan aktivitas 
perekonomian dunia, di antaranya adalah terlibat aktif dalam Organisasi Perdagangan Dunia 
(World Trade Organization), Masyarakat Ekonomi ASEAN (Asean Economic Community), dan 
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (Asean Free Trade Area). Aktivitas Indonesia pada 
aktivitas global ekonomi tersebut membawa pengaruh (implikasi), baik positif ataupun negatif. 
Implikasi positifnya adalah meningkatnya devisa negara melalui investasi asing. Sedangkan 
implikasi negatifnya, di antaranya semakin meningkatnya angka kejahatan terorganisir (the 
organized crimes) dan kejahatan yang melintasi batas negara (the transnational crimes), serta 
bentuk-bentuk atau modus operandi penyimpangan dan/atau pelanggaran hukum nasional lainnya, 
termasuk pula dalam hal ini adalah masuknya imigran gelap dari negara Myanmar (pengungsi 
Rohingya) dan Bangladesh, penyelundupan manusia dan perdagangan orang (human trafficking), 
yang melibatkan jaringan kejahatan atau sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, 
narkotika dan psikotropika, pencucian uang (money laundering), serta tenaga kerja asing illegal. 
Masuknya orang asing ke Indonesia melalui aktivitas ekonomi global negara tidak dapat 
terhindarkan, dengan kemasan hukum dan legitimasi melalui peraturan perundang-undangan, para 
pejabat pemerintah di Indonesia mencari keuntungan sendiri dengan membentuk regulasi-regulasi 
untuk mempermudah masuknya orang asing dalam hal tenaga kerja asing. 
Pemerintah Indonesia membentuk regulasi-regulasi yang dapat menjamin para orang asing 
terutama dari negara Tiongkok untuk dapat masuk ke Indonesia. Hal tersebut berbanding terbalik 
dengan sistem perekonomian yang terjadi di Indonesia. Realitasnya masih banyak masyarakat 
Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan sebagaimana amanah dari Pasal 27 ayat (2) UUD 
1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi 
kemanusiaan. Kemudian ditegaskan didalam Pasal 28 D ayat (2) setiap orang berhak untuk bekerja 
serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. 
Secara teoritis dengan merujuk pendapatnya Jeremy Bentham bahwa sebuah peraturan atau 
kaidah hukum harus memberikan kemanfaatan pada masyarakat, substansinya jelas, tidak 
merugikan masyarakat, dan konsisten dalam pelaksananya. Tetapi dalam realitasnya di Indonesia, 
pembentukan regulasi atau norma hukum belum memberikan rasa kemanfaatan dan kebahagiaan 
bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya pro dan kontra pada sebuah regulasi atau 
norma hukum yang sudah dibentuk dan diberlakukan di masyarakat.  
Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia dengan alasan investasi dan profesionalitas kerja 
merupakan alasan yang tidak sesuai dengan realita masyarakat Indonesia yang saat ini justru 
membutuhkan pekerjaan di berbagai sektor/bidang. Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui 
regulasi yang disediakan pemerintah Indonesia dengan membentuk peraturan-peraturan yang 
mempermudah TKA adalah salah bentuk penyalahgunaan kewenangan pejabat negara untuk 
kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tanpa memikirkan keadaan rakyat Indonesia yang 
kontradiktif dengan kebijakan pemerintah Indonesia. 
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia tahun 2016 ada 74.183 TKA di 
Indonesia (per November 2016). Dimana TKA asal Tiongkok menjadi yang terbesar, yakni 
sebanyak 21.271 TKA diikuti oleh Jepang sebanyak 12.490 TKA dan Republik Korea sebanyak 
8.424 TKA (Ahmad Jazuli, 89-105). 
Maraknya TKA khususnya dari Tiongkok datang ke Indonesia disebabkan beberapa hal, 
antara lain:  
1. Terbukanya sistem investasi di Indonesia. Adanya program pemerintah dalam rangka 
percepatan pembangunan sehingga untuk mendatangkan investor dalam satu paket 
dengan tenaga kerjanya (mulai dari top manager sampai tenaga buruhnya).  
2. adanya kebijakan bebas visa. Masuknya orang asing tanpa visa (169 negara), maka 
banyak dari WN Tiongkok yang datang ke Indonesia, dan berdampak pada 
peningkatan pelanggaran keimigrasian.  
3. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini menyebabkan terbukanya 
sekat antar negara (border less) dan meningkatnya kedatangan TKA. 
  
Berdasarkan tiga alasan yang dikemukakan diatas, maka pada dasarnya masuknya para 
TKA dari luar negeri terutama dari tiongkok adalah bentuk kebijakan pemerintah Indonesia yang 
mendiskriminasikan kepentingan rakyat Indonesia dengan alasan tuntutan ekonomi global. Ruang 
yang diberikan pemerintah Indonesi bagi Tenga Kerja Indonesia menjadi milik TKA dan pada 
akhirnya Tenaga Kerja Indonesia kehilangan kesempatan dan kehilangan penghasilan.  
Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan 
bahwa Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang Visa dengan maksud untuk 
bekerja di wilayah Indonesia. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 juga melarang 
setiap pengusaha memperkerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari Menteri atau Pejabat 
yang ditunjuk. 
Masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia telah merugikan rakyat Indonesia. Berdasarkan 
fakta empiris didapatkan data bahwa ditemukan 18 orang TKA ilegal asal China menempati 
sebuah lahan penambangan emas di Kampung Cihideung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Pramdia 
Arhando Julianto, judul artikel “ Mengapa TKA China Illegal Berkali-kali Lolos Masuk 
Indonesia?” diakses dari 
https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/13/064557126/mengapa.tka.china.ilegal.berkali-
kali.lolos.masuk.indonesia pada tanggal 20 Desember 2018, Pukul 21.00 WIB di Medan). 
Sebelumnya berdasarkan Laporan dari Majalah Tempo, terdapat pengerjaan proyek oleh 
perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing asal tiongkok dengan pekerjaan level bawah. 
Temuan ini dipublikasikan pada Laporan Utama Majalah Tempo edisi 31 Agustus 2015 (Hugo 
Vidhitasmoro
 
, 2017:6).  
Ketiga lokasi itu adalah: Pertama, Pembangunan PLTU Celukan Bawang di Buleleng, Bali. 
Proyek ini dikerjakan empat kontraktor: China Huadian Power Plant, China Huadian Engineering 
Co. Ltd, PT CR 17, dan mitra lokal PT General Energy Bali. Kedua, Pembangunan pabrik semen 
PT Cemindo Gemilang di Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Ketika Kementerian Ketenagakerjaan 
melakukan inspeksi mendadak Juni 2015, mereka menemukan buruh dari Cina tinggal di bedeng-
bedeng seperti kuli. Ketiga, Pembangunan smelter bauksit oleh PT Well Harvest Winning 
Alumina Refinery di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 
Kebijakan pemerintah Indonesia yang menerapkan bebas vias pada 169 negara, dan 
menghilangkan kewajiban untuk dapat berbahasa Indonesia dan kebijakan terhadap rasio 1 
banding 10 untuk jumlah TKA dibanding jumlah pekerja lokal di satu badan usaha. Hadirnya 
kebijakan pemerintah tersebut telah memberikan akses yang sangat mudah kepada para investor 
untuk mendatangkan TKA dan memberikan dampak negatif pada kedudukan dan hak dari Tenaga 
Kerja Indonesia. 
Disahkannya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing  menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat terutama dikalangan pekerja/tenaga kerja 
Indonesia. Peraturan Presiden Tentang TKA tersebut secara substansi bertentangan dengan  
Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah mewajibkan adanya Rencana Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing (RPTKA), sementara dalam Pepres TKA justru tidak mensyaratkan RPTKA untuk 
posisi seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah. 
Dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 telah menimbulkan 
ketidakharmonisan sebuah peraturan dengan peraturan yang berada diatasnya dan peraturan 
horizontal dengan sektor yang sama. Ketidakharmonisan tersebut dimanfaatkan pemerintah untuk 
melegalkan atau meligitimasi masuknya orang asing dalam wujud tenaga kerja yang seyogyanya 
bertentangan dengan asas keadilan dan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. 
Legitimasi Pemerintah Indonesia untuk melegalkan masuknya orang asing dengan wujud 
Tenaga Kerja Asing menimbulkan permasalahan baru bagi kedudukan dan hak-hak konstitusional 
warga negara Indonesia dalam bidang penghidupan layak dan pekerjaan dan penyalahgunana 
kewenangan Pemerintah untuk kepentingan pribadi, kelompok/golongan yang merugikan 
keuangan negara Indonesia. 
 
II. RUMUSAN PERMASALAHAN 
Rumusan permasalahan dalam Penelitian dengan judul Penyalahgunaan Kekuasaan 
Pemerintah yang merugikan Keuangan Negara melalui Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 
tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yaitu: 
1. Bagaimana Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 dalam sistem 
perundang-undangan di Indonesia? 
2. Apakah masuknya Tenaga Kerja Asing dapat merugikan keuangan negara? 
 
III. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yang mengedepankan konsep-konsep teoritis, baik 
didalam literatur ataupun peraturan perundang-undangan (Bahder Johan Nasution
,  
2008 : 91). 
Analisis terhadap permasalahan menggunakan analisis kualitatif. Analisis data yang dilakukan 
secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di 
dalam perundang-undangan terpenting yang relevan dengan permasalahan. 
 
IV. PEMBAHASAN 
1. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga 
Kerja Asing 
Lahirnya Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing 
menuai pro dan kontra ditengah masyarakat. Untuk itu, diperlukan kajian terhadap peraturan 
presiden tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Peraturan Presiden adalah Peraturan 
Perundangundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan 
Perundangundangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 
Kedudukan peraturan presiden berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 
berada pada urutan ke-5 (lima) dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 7 
ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011 menyatakan Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-
undangan terdiri atas: 
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 
d. Peraturan Pemerintah 
e. Peraturan Presiden 
f. Peraturan Daerah Provinsi 
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka berdasarkan teori pembentukan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang dikemukan oleh Hans Kelsan bahwa pembentukan peraturan 
perundang-undangan harus berdasarkan hierarki dan sesuai dengan norma yang lebih tinggi. Maka 
lahirnya Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 didasarkan atas pertimbangan yaitu: 
(a) Untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui 
peningkatan investasi perlu pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja 
asing; 
(b) Pengaturan perizinan penggunanan tenaga kerja asing yang diatur dalam Peraturan 
Presiden No. 72 tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta 
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping perlu disesuaikan 
dengan perkembangan kebutuhan untuk peningkatan investasi 
Di dalam konsiderans mengingat Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 disebutkan 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar lahirnya Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 
diantaranya: 
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945: 
2. Undang-Undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya udang-undang 
Pengawasan Perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh 
Indonesia; 
3. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
4. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
5. Undang-Undang No. 6 tahun 2007 tentang Keimigrasian 
6. Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha 
 
Secara tertulis bahwa Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 telah memenuhi syarat formal 
dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi jika 
dilihat dalam syarat material pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa substansi dari 
norma hukum yang diatur dalam Peraturan Presiden selaras, dan tidak bertentangan dengan materi 
muatan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam konsiderans Peraturan Presiden Nomor 
20 tahun 2018. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa  Materi muatan 
Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk 
melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan 
pemerintahan. 
Pengaturan secara substansi terhadap Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 kontradiktif 
dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya.  
Pertama, bahwa Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 27 ayat 
(2) UUD 1945 yang mengatur bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
Ketentuan UUD 1945 menegaskan bahwa kewajiban pemerintah Indonesia untuk 
memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena 
itu, seharusnya pemerintah Indonesia memberikan kesempatan pekerjaan kepada masyarakat 
Indonesia daripada orang asing melalui masuknya Investasi asing ke Indonesia. 
Kedua bahwa Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 bertujuan untuk mendukung 
perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi perlu 
pengaturan kembali perizinan penggunaan tenaga kerja asing akan tetapi hal tersebut tidak sesuai 
dengan praktik pelaksanaan penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan 
dengan beberapa kasus bahwa Tenaga Kerja Asing telah menghapus peluang Tenaga Kerja 
Indonesia untuk menduduki kesempatan bekerja dan mendapatkan penghasilan yang laik yang 
akibat dari masuknya TKA ke Indonesia. 
Jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia menurut  izin mempekerjakan tenaga kerja 
asing (IMTA) Kementerian Ketenagakerjaan hingga akhir 2017 mencapai 85.974 pekerja. Jumlah 
tersebut hanya sekitar 0,03% dari total penduduk 261,89 juta jiwa. Jumlah TKA di Malaysia 
mencapai 1,75 juta pekerja atau sekitar 5,47% dari total penduduk. Kemudian TKA asing di 
Singapura mencapai 1,37 juta pekerja  atau sekitar 24,38% dari jumlah penduduk. Bahkan jumlah 
TKA di Uni Emirat Arab mencapai 7,3 juta pekerja atau sekitar 80% dari total penduduk.  
Meningkatnya jumlah TKA dari Tiongkok yang mencapai 24 ribu pekerja. Meningkatnya jumlah 
TKA dari Tiongkok disebabkan karena meningkatnya aliran dana asing dari negara tersebut yang 
membawa teknologi baru pada proyek yang dikerjakan di Indonesia sehingga dibutuhkan tenaga 
kerja dari Tiongkok sebelum dilakukan alih teknologi tersebut 
(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/08/21/inilah-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-
indonesia-dibanding-beberapa-negara diakses:  20 Desember 2018).   
Meningkatnya kuantitas orang asing yang masuk ke Indonesia dengan jalur tenaga kerja 
tetap berdampak pada rasio jumlah pekerja di Indonesia yang seharusnya mendapatkan pekerjaan 
tetapi karena perusahaan asing yang menginvestasikan dana nya ke Indonesia memilih untuk 
membawa TKA dari Negaranya maka kesempatan Tenaga Kerja Indonesia untuk bergabung 
dengan perusahaan tersebut tertutup.  Maka perusahaan yang memperkerjakan TKA dari 
negaranya akan memberikan upah yang dinikmati oleh para pekerja asing, sehingga tidak ada 
keuntungan untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu peningkatan Investasi di Indonesia yang 
menjadi tujuan masuknya para investor asing tidak tercapai. 
Rasio kuantitas sedikit atau tidaknya jumlah pekerja asing ke Indonesia jika dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Indonesia hanya secara formalitas tidak menimbulkan permasalahan. 
Dengan kata lain, secara hitung-hitungan ekonomi diatas kertas tidak memberikan dampak 
langsung bagi masyarakat, tetapi faktanya masyarakat Indonesia saat ini banyak sekali yang tidak 
memiki pekerjaan dan penghasilan.  
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada bulan Februari 2018, BPS melaporkan 
bahwa jumlah pengangguran di Indonesia berkurang sebanyak 140.000 jiwa. Persentase TPT yang 
juga turun ke angka 5,13% dari 5,33% pada Februari 2017. Total jumlah angkatan kerja tahun 
2018 naik sebanyak 2,39 juta dari Februari 2017 menjadi 133,94 juta jiwa, dengan jumlah 
pengangguran sebanyak 6,87 juta dan yang bekerja sebanyak 127,07 juta jiwa 
(https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/11/05/1485/agustus-2018--tingkat-pengangguran-
terbuka--tpt--sebesar-5-34-persen.html diakses: 20 Desember 2018). Berdasarkan data tersebut, 
terlihat bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih dalam hitungan jutaan, itu artinya bahwa 
masyarakat Indonesia masih membutuhkan pekerjaan sebagai sumber penghasilan.  
Hal tersebut sangat kontradiktif dengan kebijakan pemerintah Indonesia melalui legitimasi 
hukum dengan menerbitkan aturan / ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan 
kemudahan untuk masuknya orang asing untuk bekerja di Indonesia. Kebijakan pemerintah 
tersebut sangat tidak sesuai dengan keadaan rakyat Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. 
Secara substansi bahwa Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tidak memberikan manfaat bagi 
rakyat Indonesia.  
Ketiga, kedudukan peraturan presiden No. 20 tahun 2018 merupakan sebuah regulasi yang 
dibentuk atas inisiatif atau prakarsa sendiri oleh Presiden selaku penyelenggara pemerintahan. 
Prinsipnya bahwa Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dibuat untuk mengatur materi muatan 
yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah, atau 
materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Dalam hal ini, Peraturan 
Presiden No. 20 tahun 2018 didalam konsiderans mengingatnya adalah mengingat Pasal 42 sampai 
dengan Pasal 49 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Ketentuan didalam Pasal 49 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
yang menegaskan untuk penggunaan tenaga kerja asing (TKA) harus diatur oleh Pemerintah 
Indonesia tetapi hal tersebut tidak termuat atau tidak diatur dalam Peraturan Presiden No. 20 tahun 
2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Selain itu, ketentuan di dalam Peraturan Presiden 
No. 20 tahun 2018 tidak memberikan batasan yang jelas tentang pekerjaan yang dapat diisi oleh 
TKA. Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 juga tidak mengatur mengenai akibat hukum dari 
masuknya TKA secara illegal ke Indonesia. 
Ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden No. 20 tahu 2018 yang mengatur bahwa Pengesahan 
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diberikan oleh Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterma secara lengkap. 
Ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 20 tahu 2018 yang mengatur bahwa Pengesahan 
RPTKA sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 merupakan izin memperkerjakan TKA. 
Ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 merupakan regulasi 
yang menyatakan bahwa RPTKA adalah izin menggunakan tenaga kerja asing oleh penggusaha 
bertentangan dengan Pasal 43 ayat Undang-Undang No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa: 
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan 
tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-
kurangnya memuat keterangan: 
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; 
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi 
perusahaan yang bersangkutan; 
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan 
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga 
kerja asing yang dipekerjakan. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, 
badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.  
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur 
dengan Keputusan Menteri. 
 
Didalam Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018, dengan tegas bahwa pengurusan RPTKA 
hanya membutuhkan waktu 2 (dua) hari bagi penguasaha untuk memperoleh RPTKA yan 
dipergunakan sebagai izin penggunanaan TKA diperusahaannya. Dibandingkan dengan 
pengurusan ijin Tenaga Kerja Indonesia yang membutuhkan waktu relatif lebih lama, maka Jangka 
waktu 2 (dua) hari pengrusan RPTKA ternyata menimbulkan polemik dan diskriminasi perlakuan 
administrasi ketenagakerjaan antara tenaga kerja Indonesia dengan TKA.  
Pembentukan Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 dijadikan alat negosiasi bagi 
Pemerintah Indonesia untuk menarik masuknya investor negara asing/luar seperti Tiongkok untuk 
menginvestasikan modalnya ke Indonesia untuk proyek-proyek LRT, Kereta Api Cepat, Jalan Tol, 
Bendungan, dan Tol Laut yang merupakan agenda Pemerintahan Jokowidodo dan Jusuf Kalla. 
Dengan kata lain, disahkannya Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 bukan persoalan kebutuhan 
masyarakat Indonesia tetapi pemanfaatan atau penyalahgunaan kewenangan untuk menarik 
investor asing dan memperoleh manfaat politik, keuntungan pribadi, kelompok dan golongan 
tertentu (Penguasaha, elite partai politik dan Investor asing). 
Secara konsep teoritis dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa 
Peraturan Presiden seharusnya merupakan “wadah“ bagi menampung aneka ragam peraturan dan 
kebijakan, seperti (Abdul LatieF, 2016:198): 
 
a. Peraturan perundang-undangan yang delegasian ( delegercde wettelijke regels) ; 
b. Peraturan yang menyelenggarakan kebijakan pemerintah yang “tidak terikat” 
(beleidsregels) ; 
c. Keputusan Administratif yang berentang umum (Besluitetl van algemene 
strekking) ; 
d. Keputusan administratif ditujukan kepada orang/orang-orang tertentu, yang 
disebut Keputusan Tata Usaha Negara (Beluitengricht tot bepalalde 
persoon/personen atau bershik kingen)  
 
Menurut pendapat A Hamid S. Attamimi bahwa Keputusan Presiden/Peraturan Presiden 
merupakan perundang-undangan yang dibentuk karena adanya delegasian dari peraturan 
perundang-undangan. delegasi kewenangan lahirnya Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 adalah 
perintah dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tetapi secara substansi yang diatur dalam 
Peraturan Presiden tersebut tidak sesuai dengan perintah atau delegasi kewenangan dari Undang-
Undang Ketenagakerjaan.  
2. TKA Illegal yang Merugikan Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Bentuk Tindak 
Pidana Korupsi  
Peningkatan sektor pembangunan nasional melalui pembangunan infrastruktur dan 
peningkatan sektor industri membutuhkan tenaga kerja baik sebagai tenaga profesional ataupun 
tenaga buruh kasar. Pengadaan tenaga kerja di lapangan sektor pembangunan infrastruktur, dan 
bidang industri dimanfaatkan oleh pemilik modal atau pemilik perusahaan (investor) untuk 
membawa serta tenaga kerja yang berasal dari negara asal. Alasan investor membawa serta tenaga 
kerja dari negara asalnya adalah karena yang mengetahui teknologi industri yang digunakan di 
Indonesia adalah tenaga kerja yang berasal dari negara asal, sedangkan untuk tenaga kerja 
Indonesia harus memerlukan pelatihan terlebih dahulu. Faktor penekanan biaya juga menjadi 
faktor pertimbangan bagi investor untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar dibandingkan 
dengan menggunakan tenaga kerja Indonesia.  
Adanya pengaturan mengenai tenaga kerja asing yang dibentuk oleh Pemerintah seperti 
didalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ternyata belum mampu membatasi masuknya tenaga 
kerja asing ke Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak tenaga kerja Indonesia yang tidak 
mendapat kesempatan untuk bekerja diperusahaan-perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia.  
Seharusnya keberadaan regulasi terhadap tenaga kerja asing adalah sebagai sarana untuk 
mengatur, mengendalikan, serta mengawasi terhadap perusahaan, investro yang menggunakan 
tenaga kerja asing, dan menjamin adanya suatu kepastian hukum terhadap keberadaan Tenaga 
Kerja Asing tersebut sebagai tenaga kerja bukan untuk kepentingan lainnya. 
Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh orang asing yang ingin masuk ke 
Indonesia baik sebagai tenaga kerja ataupun sebagai wisatawan adalah kepemilikan visa. Hal ini 
ditegaskan pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Hal 
ini berarti bahwa setiap orang asing yang masuk ke Indonesia harus melalui administasi 
keimigrasian dan perlengkapan administasi harus dipenuhi baru dapat masuk ke Indonesia.  
Keberadaan orang asing sebagai tenaga kerja di Indonesia juga dapat dikenakan pajak 
penghasilan. Pajak merupakan sarana penambah devisa negara. oleh karena itu,Tenaga Kerja 
Asing yang ada di Indonesia dapat dikenakan sebagai subjek pajak. Hal ini diatur dengan 
ketentuan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan UU Pajak Penghasilan 
dikategorikan subyek pajak menjadi subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.  
Tenaga kerja asing yang berkerja di Indonesia dapat menjadi Subyek Pajak Dalam Negeri 
dan dapat pula menjadi Subyek Pajak Luar Negeri, hal tersebut tergantung apakah warga negara 
asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, atau tidak lebih dari 183 hari 
dalam 12 bulan.  
Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan maka 
dapat menjadi subyek pajak dalam negeri. Ketika menjadi subyek pajak dalam negeri maka tenaga 
kerja asing tersebut wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Oleh karena itu bagi 
wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dapat dikenai sanksi pidana 
penjara dan denda, hal ini  sesuai dengan diatur dalam Pasal 39 UU No. 28 tahun 2007. 
Tenaga kerja asing dapat menjadi subyek pajak luar negeri adalah orang pibadi yang tidak 
lebih dari 183 hari dalam 12 bulan berada di Indonesia sehubungan dengan penghasilan yang 
diterima dari sumber penghasilan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan melalui BUT di Indonesia. Akan tetapi, jika dilihat dari penghasilan yang didapat dari 
hubungan berdasarkan pekerjaan di perusahaan yang ada Indonesia.  
Dasar pengenaan pajak adalah nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung 
pajak yang terutang. Untuk wajib pajak dalam negeri yang menjadi dasar pengenaan pajaknya 
adalah penghasilan kena pajak, sedangkan untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto 
(Hendy Ramadhan, 2018:272). 
Terhadap pemotongan pajak penghasilan tenaga kerja asing baik itu sebagaimana 
pengaturan Pasal 21 atau Pasal 26 UU No. 36 tahun 2008 dilakukan oleh pemberi kerja yang 
membayar gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh Wajib Pajak sebagai pekerja yang 
dipekerjakan dalam perusahaan tersebut. 
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
dan bersih harus didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan 
akuntabel. Salah satu sumber keuangan negara adalah dengan sektor pajak dan non pajak. 
Setiap pejabat negara dan Pegawai Negeri Sipil atau ASN bukan bendara yang melanggar 
hukum atau melalaikan kewajibannnya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan 
keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Pengelolaan keuangan negara dapat 
terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melanggar hukum yang 
berakibat kerugian negara. 
Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 
tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Pasal 2 aya t(1) Jo Pasal 3 
ditegaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 
atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, 
menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukannya dapat merugikan keuangan negara atau perekenomian negara. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang No. 21 tahun 1999 jo 
UU No. 20 tahun 2001 bahwa dalam sektor atau bidang ketenagakerjaan, maka Pemerintah 
melalui Menteri sebagai pelaksanaan pemerintahan memberikan atau mempergunakan 
kekuasaannya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau orang lain atau suatu korporasi dalam 
bidang ketenagakerjaan, dengan menyalahgunakan wewenang , kesempatan atau sarana yang ada 
padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam bidang 
ketenagakerjaan maka dapat dikenakan tindak pidana korupsi. 
Masuknya TKA dari beberapa negara asing ke Indonesia yang dilegitimasi dengan 
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2018 adalah bentuk penyalahgunaan wewenang karena 
Peraturan Presiden tersebut memberikan akses dan keuntungan pribadi (pengusaha/investor) atau 
perusahaan asing tertentu yang merugikan keuangan negara atau perekeonomian nasional akibat 
masuknya TKA ke Indonesia. 
Kerugian negara yang diderita dengan masukna TKA ke Indonesia adalah apabila 
digunakan untuk kepentingan diri sendiri dari pejabat negara melalui biaya yang dikenakan orang 
asing yang masuk ke Indonesia. Perbuatan pejabat negara tersebut dapat dikategorikan dalam 
perbuatan melawan hukum atau tindakan penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang 
ada karena jabatan yang dipegannya. 
Impelementasi makna “mengguntungkan diri sendiri”, orang lain atau korporasi disini 
harus dilakukan secara benar (wajar) tidak dengan cara melawan hukum yang berdampak pada 
merugikan keuangan negara. orang atau korporasi dalam melakukan usahanya atau pekerjaannnya 
berhak memperoleh keuntungan yang wajar tetapi memperoleh keuntungan atau memberikan 
keuntungan untuk diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum 
(wederrechtelijk bevoordeling) dengan mengurangi hak negara, mengambil keuangan atau 
keuntungan negara sehingga merugikan keungan negara atau perekonomian negara maka termasuk 
dalam perbuatan pidana. Jadi, secara in paralitas (padanan) keuntungan yang diperoleh 
pendekatannnya dengan melihat dampak yang terjadi dari pekerjaan tersebut mengakibatkan 
kerugian keuangan negara atau tidak (Hernold Ferry Makawimbang, 2014:36). 
V. SIMPULAN 
a. Kedudukan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja 
Asing secara substansi/materi bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 
42 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 
karena bersifat diskriminasi hak antara tenaga kerja Asing (TKA) dengan Tenaga Kerja 
Indonesia. 
b. Penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah dengan memberikan izin masuk orang asing 
melalui jalur Tenaga Kerja Asing (TKA) dengan mempermudah suatu korporasi atau orang 
tertentu/kelompok tertentu berpotensi merugikan keuangan negara dari sektor penerimaan 
pajak dari Tenaga Kerja Asing. 
 
VI.SARAN 
a. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merevisi atau mencabut Peraturan 
Presiden No. 20 tahun 2018 karena secara teoritis dan praktis bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b. Penulis merekomendasikan kepada Pemeritnah Indonesia untuk memberikan pengawasan 
dan syarat administrasi yang baik untuk pengiriman Tenaga Kerja Asing ke Indonesia  
sehingga tidak terjadi diskrimnasi dan penyalahgunaan wewenang dalam memasukkan 
TKA ke Indonesia 
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